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Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Sel
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
Maulina Sisnhawati binti Subandi Napsi, umur 21 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di
Jangkrung, Dusun Tambun, Desa Senyiur, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Heri Ardiansyah bin Sahrim, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Poton Bako, Desa
Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12

November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada

hari itu juga dengan register perkara Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Sel,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut
syari'at agama Islam pada tanggal 03 November 2016 di Dusun Poton Bako,
Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi
pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga
Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikabh;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bernama

Subandi Napsi (Ayah Kandung Penggugat) dan dihadiri saksi nikah masing-
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masing bernama Suhardi dan H. Munawir Al-Gazali dengan maskawin berupa
uang senilai Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan
Tergugat berstatus Perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada
pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan
untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak
pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat
dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai dan tidak pernah murtad,;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Poton Bako, Desa
Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul
layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Alan Febriansyah,
laki-laki, umur 1.5 tahun (ikut Tergugat);

6. Bahwa anak yang bernama Alan Febriansyah, laki-laki, umur 1.5 tahun masih
di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan
Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak
tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan;

a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat sering
melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
b. Tergugat diketahui sering meminum-minuman keras sehingga
Penggugat kecewa kepada Tergugat;
C. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
sehingga menyakiti hati Penggugat;
d. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Ilahir
Penggugat;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya

pada tanggal 01 November 2019, yang berakibat Tergugat menyerahkan
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Penggugat ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu, antara Penggugat
dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

10. Bahwa pihak Kkeluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak
berhasil;

11. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan
akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu
pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka
perceraian;

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat

yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2016 di Dusun Poton Bako,
Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam
rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Heri Ardiansyah bin
Sahrim) terhadap Penggugat (Maulina Sisnawati binti Subandi Napsi) ;
4, Menetapkan anak yang bernama Alan Febriansyah diasuh oleh
Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR
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Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-
adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir
menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut
relaas Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 14 November 2019 dan tanggal
02 Desember 2019 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara
mengumumkan di Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat
tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau
berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan
Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan
Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa : Asli surat keterangan domisili atas nama
Penggugat, nomor 470/1177/Ds. Senyiur/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Senyiur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11
November 2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah diperintahkan
untuk mengajukan saksi-saksi namun sampai batas waktu yang telah ditentukan
Penggugat tidak mengajukan saksi-saksinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai
bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan
absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
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pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil’lkuasanya yang sah
dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran
Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu
berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat supaya
rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi dua hal

yakni :
A. Permohonan itsbat nikah;
B. Gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh
Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat,
kendatipun perkawinan itu terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan
ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat yang mengaku
sebagai istri Tergugat memiliki legal standing sebagai pihak yang mengajukan
itsbat nikah ini dan alasan itsbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut juga
sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), maka permohonan itsbat nikah
tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon supaya
pernikahannya dengan Tergugat disahkan karena perkawinan Penggugat dengan
Tergugat tidak tercatat dan tidak memiliki kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim
terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan tersebut sebagai
dasar perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar
hukum atau beralasan Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat P dan tidak
mengajukan saksi-saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan
yang cukup untuk mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan
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dalil-dalil gugatanya, oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan
membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Selong pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan
tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai
Ketua Majelis, ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.l., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Aminin, BA. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H. Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Aminin, BA.
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Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  340.000,00

- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai -Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selong

MESNAWI, SH.
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